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Menimbang

Mengingat

b.

1.

BI'PATI PESISIR SDLITTAN,

bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk
Tim Reformasi Birokrasi di Linglongan Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan;
batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tetang Tim
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tamtrahan Lembaran Negara RepubLik
Indonesia Nomor 3O41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20i5;
Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2O7O-2O25;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2O 1O tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi
Btokrasi Nasional Dan Tirrr Reformasi Birokrasi Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 1 Tahun 201 1 tentang Kriteria
Dan Ukuran Keberhasiian Reformasi Birokrasi;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman

2.

4.

5.

6.

7.



8.

g.

Eva]uasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Ta}l^t:r. 2Ol7
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan 2076-2021.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor O9 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupalen pesisir Selalan Tahun Anggaran 2019;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

MEMUTUSI'AN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI
L]NGKUNGAN PEMERINTAH KAI}UPATEN PESISIR SELATAN,

Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20 Iq.

Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU terdiri dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim
Peiaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Seiatan, dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang
merupakar bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Bagal dan Struktur Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana
dimaksud diktum KESATU tercantum daJam lampiran III yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan da.ri Keputusan Bupati
ini;

Tugas dan Tanggung jawab Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan
Tim Pelaksana Reformasi Birolrasi sebagaimana dimaksud dalam
diktum KEDUA;

Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adelah
sebagai berikut:

1- Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah yaitu :

a. Memberikan arahan dalam penlrusunan Road Map
Reformasi Birokrasi serta menetapkan Road Map.

b. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai
dengan sasaral Reformasi Birokrasi Nasional, yalg
dapat memberikan dampa-k pada perbaikan birokrasi
dan memberikan darripak pada masyaral<at.

c. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi
Birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan Ouick
Wins, dan memberikan arahan agar pelaksanaan
Reformasi Birokrasi tetap beialan konsisten, terarah
sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KET,IGA

KEEMPAT
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Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Talrun 2Ol7
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan 2016-2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor O9 Tahun
2Oi8 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019; '

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan darr Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPAT] TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.

Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selata-n Tahul 2019.

Tim Reformasi Btokrasi seLragaimana dimaksud pada diktum
KESATU terdid dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim
Pelal<sana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang
merupakal bagian tidak terpisalkan dari Keputusan ini;

Bagan dan Struktur Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana
dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran III yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati
ini;

Tugas dan Tanggung jawab Tim Pengarah Reformasi Birolcasi dan
Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam
diktum KEDUA;

Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ada.lah
sebagai berikut:

1. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah yaitu :

a. Memberikan arahan dalam penJrusunai Road Map
Reformasi Birokrasi serta menetapkan Road Map.

b. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai
dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, yang
dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi
dan memberikan darripak pada masyarakat.

c. Memonitoring dan mengevaluasi pelalcsanaan Reforrnasi
Birol<rasi secara berkala, termasuk pelaksalaan Quick
Wins, dan memberikan arahan agar pelaksanaan
Reformasi Birokrasi tetap bedalan konsisten, terarah
sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan.

Menetapkail

KESATU

KEDUA

KET]GA

KEtrMPAT



2. Tugas dan Ta-nggung Jawab Tim Pelaksal]a :

a. Menyusun Rencana Rinci Reformasi Birokrasi dari Satu
tahap ke Tahap selanjutnya dengan sasa-ran pertahun
yang jelas (Road Map).

b. Memmuskan Strategi Operasional Reformasi Birokrasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

c. Memantau dan mengevaluasi Perkembangan dan
kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

d. Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para
pemangku kepentingan.

e. Mengusulkan Penetapan Pelaksanaan dan keberlanjutan
Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintall
Kabupaten Pesisir Selatan kepada Tim Pengarah
Reformasi Birokrasi.

f. Bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan
tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturatr
Perundang-undangall yang berlaku.

3- Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja
A. Ttrgas dan Kegiatan Kelompok Ke{a Manajemen

Pembahan.
a. Pembentukan Tim RB Pemerintah Daerah;
b. Penyusunan Road Map RB Pemerintah Daerah;
c. Pembentukan dan Penetapan Agen Perubahan;
d, Pengembangan Nilai Budaya Kerja untuk

Menegaskan Integritas ;

B. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Sistem
Pengawasan
a. Pengembangan ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi

dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
b. Pengendalian Gratifikasi;
c. Penanganan benturan kepentingar;
d. Pembangunan/pengembangan Whistle Blotuing

SAstem;
e. Pelaksanaa-n SPIP;
f. Penanganan Pengaduan Masyarakat; dan
g. Peningkatan Kapabilitas APIP

C. T\rgas dan Kegiatatan Kelompok Kerja Penguatan
Akun tabiliras Kinerja.
a. Penyelarasan Kebijakan Perencanaan, Penganggaran

dan Pelaporan Kinerja;
b. Sinkronisasi Rencana Strategis Dderah dan Rencana

Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
c. Singlaonisiasi pen1rusunan pohon kerja Pejabat

Pimpinan Tinggl sampai dengar Pengawas;
d. Sinkronisasi Penlrusunan indikator Kinerja Utama

Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
e. Sinkronisasi Pen5,rrsunan Perjanjian kinerja Pejabat

Pimpinan tinggi sampai dengan Pengawas;
f. Penlrusunan Data Capaian Kinerja per triwula-n;
g. Penyusuna Laporan Kineia Daerah dan Organisasi

Perangkat Daerah secara terbuka;
h. Perumusan Kebijakal mengenai Evaluasi Kine{a;
i. Pemantapan lrnplementasi Sistem Akuntabilitas



tr.

D.

Kinerja Instansi Pemerintatr berbasis Teknologi
Informasi; dan

j. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi
dalam manajemen kinerja;

Ttrgas dan Kegiatan Kelompok Keqa Penguatan
Kelembagaan dan Ketata-laksanaan
a. Evaluasi organisasl perangkat daerah;
b. Penataaa organisasi peralgkat daerah;
c. Penyusunan Peta Proses Bisnis;
d. Impelentasi dan evaluasi standar operasional

prosedur;
e. Pengembangan, penguatan sistem dan infrastrukur

e-gouemment atau sistem pemerintahan berbasis
elektronik;

f. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
g. Penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara

elektronik;
h. Penguatan sistem kearsipan berbasis TIK;
Ttrgas dan Kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Sistem
Manajemen Sumber Daya Aparatur Sipil Negara
a. Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi

Jabatan;
b. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan

kebutuhan orgarfsasi;
c. Proses penerimaan Pegawai Transparan, Objektif,

Akuntabel dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
d, Pengembangan Kompetensi Pegawai melalui

pelatihan;
e. Penerapan sistem promosi jabatan pimpinan tinggi

secara terbuka;
f. Assesment Pegawai dan Uji Kompetensi Pegawai;
g. Perumusan dan Penerapan Sistem Penghargaan dan

Sanksi dalam Pengukuran Kinerja Pegawai;
h. Pen]msunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural

dan Fungsional;
i. Penegakan aturan disiplin Pegawai;
j. Pembangunan sistem informasi kepegawaian;

F. Tugas dan Kegiatan Kelompok Keqa Penguatan
Peraturan Perundang-undangan
a. Pengkajian dan penilaian secara Berkala terhadap

Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah
dengtan Tolak Ukur tidak bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum dan kesusilaan;

b. Pembangunan Sistem Pengendalian
Penlrusunan Produk hukum daerah;

Peningkatan Kualitas

?lTEm-6EitdEi- Unit Layanan Administrasi darr
Konsultasi;

b. Pelaksanaan standar pelayanan dan maklumat
pelayanan publik;

c. Peningkatan kapasitas memberi layanan untuk
mewujudkan Budaya Pelayanan Prima;



KEL]MA

KEENAM

d. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
e. Pengelolaan Kepuasan terhadap pelayanan publik;

dan
f. Pembangunan, pengembalgan dan pemanfaatan

teknologi informasi dan pelayanan publik;
H. Tugas dan Kewajiban Kerja Sosialisasi, Intemlisasi,

Monitoring dan Evaluasi
a. Penyelenggaraan rapat koordiasi Reformasi Birokrasi

Pemerintah Daerah;
b. Penyrrsunan Rencana Aksi lrAcfion Pian) Reformasi

Birolrrasi di Organisasi Perangkat Daerah;
c. Pembinaan dan Interoalisasi Reformasi Birokrasi di

Organisasi Perangkat Daerah.
d. Fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Daerah;
e. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pemerintah Daerah pertriwulan;
f. PenJrusunan Laporan reformasi Birokrasi pemerintah

Daerah;
g. Melaksanakan pemeliharaan terhadap area-area

sudah maju.
4. Tugas dan Tanggung jawab Tim Reformasi Birolaasi di

SKPD
a. Melaksalakan Road Map Reformasi Birokrasi yang

menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh masing-
masing SKPD;

b. Jika sa-lah satu Quick Wins berada dalam
lingkungannya, maka SKPD bersama Tim Pelaksana
Reformasi Birokrasi mempersiapkan, mela-ksanakan dan
memonitor Quick Wins;

c. Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di satuan kerjanya;

d. Melaporkan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi
kepada Ketua Tim Penga,rah darl ketua Tim Pelaksaia
Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

Semua pengeluaJan keuangan yang berhubungan dengan
pelaksaiaal keputrrsan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selata,n
Tahun Anggaran 2019.

Kepuftlsan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

BUPATI SELATAN,

IIE--

-

pada tanggal 
n* 

triei 2OlO
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I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SIELIITAIT
IYoMoR : O6U }ttt /Kpts/BPr-Ps/2o19
TANGGAL : , j fl\.r" 2019
TEI{TANG : TIM REFORMASI BIROTRASI DI LIIGKUI{GAN

PEMERINTAII KABUPATE1Y PESISIR SELATAN

Wakil Bupati Pesisir Selatan

Sekretaris Daerah Kab. Pesisir
Selatan

Staf Ahii Bupati Bidang
Pemerintahan, Hukum dan Politik

Staf Ahli Bupati Bidang trkonomi,
Keuangal dan Pembangunan

Sta-f Ahli Bupati Bidang
Kemasyarakatan dan SDM

Asisten Administrasi Pemerintahan
Setdakab Pesisir Selatan

Asisten Administrasi Perekonomian
dan Pembangunan Setdakab Pesisir
Selatan

Asisten Administrasi Umum
Setdakab Pesisir Selatan

SELATAN,



LI-UPIRA U : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMoR : O6l.l )9e /KPtS/BPT'PS/2O19
TANGGAL : /,TL. 2OT9
?ENTANG : TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH XABUPATEN PESISIR SELATAN

SUSUNAN }TEANGGOTAAN TIM PEL/TKSANA R"EFORTIIASI AIROKRASI DI
LINGITUNGAN PEMERINTAH XABUPATEN PESISIR SELATAN

No. susunan Keanggotaan Jabataa/l{ama
1. Ketua Sekretaris Daeratr Kabupaten Pesisir Selatan
) Sekretaris Asisten Administrasi Pemerintahan Setda

Kabupaten Pesisir Selatan
Kelompok Keria Manaiemen Perubahan
Susuna-n Keanggotaan :

Koordilator Kepala Badan Pengelolaan Keualgan Daerah
Kab. Pesisir Selatan

Anggota 1. Seketaris Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Pesisir
Selatan

2. Selretaris Dinas Perumahan Ralryat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kab. Pesisir Selatan

3. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab
Pesisir Selatan

4. Sekreta-ris Badan Pengeloiaan
Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan.

4 KelomDok Keria Peneuatan Slstem Pengawasan
Susunan Keanggotaan
Koordinator Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan

Damkar Kab. Pesisir Selatan
2. Kepala Bagian Pemerintah Setda Kab.

Pesisir Selatan
3. Sekretaris lnspektorat Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan
4. Inspektur Pembartu Wilayah 1 pada

Inspektorat Daerah Kab. Pesisir
Selatan

:) Kelompok Kerja
Penguatan Akuntabilitas
Kineria
Susunan KeanAgotaan
Koordinator Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Penelitian dan Pembangunan
Kabupaten Pesisir' Selatan

Anggota 1. Sekretaris Badan Perencanaan
Pemba-ngunan Daerah, Penelitian dan
Pembangunan Kabupaten Pesisir
Selatan

2. Sekretaris Dinas Pemberdayaal
Masyarakat dan Desa



KeloDf
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Koordlnator

dan Tatalaksana

3. Kepala eagran Xeseiatrteraan natyat
Setdakab. Pesisir Selatan

4. l.F:,ul. Dinas pangan Kabupaten
Pesisir Selatal

Kepala ea$an brganisas; Setaat<a6- egsisir
Selatan

1. Kepala Oinas fea.sipa., aan
Perpustakaan Kab. pessel.

2. Kepala Bagian Layanan pengadaan
Setdakab pessel

3. Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada
Bag. Organisasi Setdakab pessel

4. Kepala Sub Bagian Tatalaksana pada
Bag. Organsiasi Setdakab. pessei

5. Kepala Sub Bagian pendayagunaan
dax Kinerja Aparatur Setdaliab. pessel

T"tTr**.oAparatr Sipil Nesara

Kepala Badan fepegawiian aan

f:l5;,-or"*r, 
Sumber Daya Manusia Kab.

1. Sekretaris eadan Kepr*o:-gawaial dan -Pengembangan Sumber Dava Manusia
Kab. Pessel

2. Sekretaris Dinas pendidikan

Hukum Setda Kab. pessel
1. Kepala Sagian XesatuanEangsa aan

Politik Setdakab. pessel
2. Sekretaris DPRD Kab. pessel
3. Kepala Bagran Hukum dan

Persidanga_n pada Sekretariat DPRD

Ketompokx"4"r"@

Kepala Dinas penananaman= ModaGan

;:3r.?""" 
Perizinan Terpadu Satu pintu Kab.

1. Kepala oinas Fendldllan dar-
Kebudayaan

2. Kepala Dinas pekeiaan Umum dan
Penataan Ruang Kab. pessel

3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. pessel
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. pessel
5. Kepala Dinas pariwisata, pemuda dan

Olahraga Kab. pessel
6. Kepala Dinas perumahaa, pemukiman



SELATAN,

7, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian Kab. Pessel

8. Kepala Dinas Tanaman Pangal,
Holtikultura dan Perkebunan Kab.
Pessel

9, Kepala Dinas Perikanan Kab. Pessel
10. Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatata.n Sipil kab. Pessel
1 1. Kepala Dinas PemberdaYaan

Masyarakat Desa, Pengendalian
Penduduk dan KB Kab. Pessel

12.Kepala Dinas Paagan Kab' Pessel
13. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan

Perernpuan dan Perlindungan Anak,
Kab. Pessel

14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab.
Pessel

15.Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar
Kab. Pesssel

16. Kepala Badaa Penanggulangan
Bencana Daerah Kab. Pessel

l T.Direl<tur RSUD M Zein Painan

Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pessel
Kepala Bagian Humasy dan Protokoler

1.
,
3.

BUPATI
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